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Bantuan bersifat tidak mengikat dan tidak dilakukan I diberikan secara terus me.iurus 
dan tergantu_ng pada kemampuan Keuangan Oaerah. 

Pasal 8 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD 
NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENT ANG 

PERJALANAN OINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN 
SIAU TAGULANOANG BIARD 

TAHUN ANGGARAN 2011 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, 

Menimbang : a. bahwa dalam ra1"1Qka meningkatkan penyelenggaraan 
lu9as-tugas pemerintahan, pembangunan dan petayanan 
kepada masyar.kal sena tertib administrasi pengalolaan 
Keuangan Daerah, per1u diadakan penyempumaan terhadap 
ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dlnas dalam Negerl bagl 
Pejabat Negara, Pegawai Negerl Sipil dan Pegawai Tdak Tetap 
di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau 
Tagulandang Biaro: 

b. bahwa berdasarli.an pertimban9an sebagaimena dimeksud 

pada hunrf a di alas. perlu ditetapkan dengan Peraturan 8upat1 
Kepulauan Siau Tagutandan9 Biaro. 

1. Undan9-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Noo,or 75. Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undan9 Nomor 17 Tahun 2003 t11ntang K11uangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

NomOJ 47, Tambahan Lembaran Negara Repvblik Indonesia 
Nomor 4286): 

Menglngat 

2011 

SIAU TAGULANDANG BIARO, 

TONI SUPIT 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan. Agar setiap or,mg 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan S,au 
Tagulandang Biaro ini dalam Serita Oaerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang 
Biaro. 

SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 
TAHUN 2011 NOMOR t« 

. ' 
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3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355): 
4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Penge1olaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400): 

s. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahen Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844): 
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

{Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438): 
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupatan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4691): 

8. Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provmsi 

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 3952); 
9. Peraturan Pemerintah Repubhk 1ndones!a Nomor 105 Tahun 

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Oaerah (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4022); 
10.Peraturan Pemerinlah Repubhk Indonesia Nomor 6 Tahon 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah (lembaran 

I 

c 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

11.Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran 

Negara Nomor 4503): 

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Slstem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran N91iara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4576), sebagalmana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 

Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155): 
13.Peraturan Pemerintah Repubkk Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republtk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

14.Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oeerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 
2007; 

15.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 15 Tahim 2006 tentang 
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Oaerah: 

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 
2007. 

17.Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah tahun 2011; 

18.Peraturan Menterl Keuangan Nomor 07fP�K.05/2008 tentang 

Perubahan Kedua alas Peraturan Menteri Keuengan Nomor 

45/PMK.0512007 tentano Perjalanan Oinas Jabatan bagi Pejabal 
Negara, Pagawai Negeri dan Pegawal Tldak Tetap; 

19. Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandeng Biaro 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anijgaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah (APBD) Kebupalen Kepulauan Siau Tagulendang 



Menelapkan 

MEMUTUSKAN ; 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG 

BlARO TENTANG PERJALANAN OJNAS DAI.AM NEGERI BAGI 

PEJABAT NEGARA, PEGAWAl NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI 

TIOAK TETAP Ol UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

KEPULAUAN SlAU T AGULANOANG BIARO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

6. Anggota OPRD adalah Anggota DPRO Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 
Biaro: 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjulnya disingkal PNS adalah Setiap warga 
Negara Republ1k Indonesia yang telah memenuhi syara\ yang dilentukan dan 

diangkat oleh pejabal yang berwenang dan d,serahi lugas Negara lainnya dan 
digaji berdasar1<an Peraturan Perundang-undangan yang ber1aku; 

a. Saluan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjulnya d1singkat SKPO adalah Saluan 
Perangkal Kerja Oaerah yang ada di Lingkungan Pemenntah Oaerah Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang B1aro; 

9. Unit Kerja adalah Bagian dari Saluan Kerja Perangkat Oaerah yang 
melaksanakan salu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa 
Pengguna Anggaran; 

10 Kinerja adalah keluaran/has1! dari kegialan/program yang akan atau telah dicapai 
sehllbungan peoggunaan anggaran dengan kuantitas dan kuahtas yang terukur; 

11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perja!anan keluar lempat kedudukan yang 
berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kola, yang dtlakukan 
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atau perintah 
Pejabat yang berwenang: 

12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati. atau peJabat lain yang d1beri wewenang 
oleh Bupati: 

13.Pegawai Ttdak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan oleh 
Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna me13ksanakan togas 
pemerintahan dan pembangunan yang bersifal teknis operasional sesuai dengan 
kebutuhan organisasi dan lidak berkedudukan sebaga1 Pegawa1 Negerr Sipil; 

14. Perjalanan Oinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang ddaksanakan unluk 
suatu kegiatan dengan situas1 dan kondisi yang lidak dapal diprediks1 

BAB II 
PERJALANAN DINAS 

Pasal2 
Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah : 

a. Melaksanakan togas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka petaksanaan 
tugas pokok dan fungs1. 

b Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, stud, banding, sosialisasi, pameran dan 
eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik. 

c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara. 
d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/lnslitusi lain. 

Pasal 1 

Oalam Peraluran Bupali ini. yang d1maksud dengan : 

1. Oaerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: 

2. Pemerintahan Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah; 

3. Kepala Oaerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Bmro: 

4. APBO adalah Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro; 
5. Pejabat Negara ada!ah Bupali, Wakil Bupali dan Pimpinan DPRD Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 

Biaro Tahun Anggaran 2011 (lembaran Oaerah Kabupaten 

Kepotauan Siau Tagutandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11); 

20.Peraturan Bupati Kepolauan srau Tagulandang a.arc Nomor 20 

Tahun 2010 tentang Standar Analisa Belanja dan Standar Saluan 

Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betama Daerah 

(APBO) Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Biaro Tahtln 

Anggaran 2011: 

21.Peraturan Bupati Kepolauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Betarqa Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang ararc Tahun Anggaran 2011: 

22.Kepulusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Brarc Nomor 

126 Tahun 2010 tentang Penetapan Slandar Saluan Harga dan 

Analisis Slandar Belarqa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Keputauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011. 



e Melaksanakan perjalanan dinas jabatan sepertl penugasan sementara waktu. 

mengantarlmerttemPut jenazah. ujian dinaslujian jabatan, pendid1kan dinas, 

menguji kesehatan dan mendapatkanlmemperoleh pengobatan. 

f. Membawa pasien rujukan ke Ivar daerah. 

Pasal3 

Peqalanan Oinas da1am kejadian luar biasa (Force Major) adalah : 

a. Perjalanan Oinas dalam rangka penanggulangan bencana alam 

b Peqalanan Oinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan 

wahana transportasi dalam rule yang ditempuh 

Pasal 4 

Bagi PeJabat Negara. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan 

melaksanakan perjalanan dmas harus terleb1h dahulu mendapal 

persetujuanlperintah dari pejabal yang berwenang. 

Pasal 5 

Petabal yang berwenang sebaga1mana dimaksud Pasal 4 yang membenkan 

persetujuanlperintah peqalanan dmas adalah 

(1) Bagi Bupati dan Wak� Bupati. Surat Penntah Tugas (SPT) dan Surat Perintah 

perjalanan Oinas (SPPO) drtandatangam oleh Bupall, atau dalam hal Bupali 

berhalangan, drtandatangani oleh Wakil Bupati; 

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten 

Kepu\auan S1au Tagulandang B,aro. Surat Penntah Tugas (SPT) 

drtandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ke!ua be1halangan dapat 

ditandatangani oleh Wak1I Ketua, sedangkan Surat Penntah Perjalanan Oinas 

(SPPO) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwak1lan Rakyat Daerah 

selaku Pengguna Anggaran. 

(3) Bagi Sekretaris Oaerah Surat Perintah Tugas (SPT) d1tandatangani oleh 

Bupati alau dalam hal Bupati berhalangan dapat d1tandatangani oleh Wakil 

Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat d1tandatangani 

oleh Sekretaris Oaerah. sedangkan Surat Perintah Perjatanan Dinas (SPPO) 

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran 

(4) Bagi Pejabat Eselon II. Ill, N, Staf dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan 

Kabupaleo Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Surat Perinlah Tugas (SPT) 

ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah alas nama Bupali. dan dalam hal 

Sekretaris Oaerah berhalangan dapal ditandatangani oleh Asisten Sekretaris 

Oaerah yang memb;dangi, sedangkan Surat Perinlah Pel}31anan Oinas 

(SPPD) ditandatanganl oleh Kepala Satuai1 Kerja Perangkat Oaerah (SKPO) 

selaku Pengguna Anggaran. dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat 

oaerah berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang diserah, tugas: 

(S) Bagi Carnal dan Staf Kantor Carnal di wilayah Tagulandang dan Biaro 

diberikan Kewenangan kepada Camat alas nama Bupab menandatangani 

Surat Perintah Tugas (SPT) Petjalanan Oinas Oalam Daerah dan Luar 

oaerah. dan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPO) ditanda tangani 

oleh Carnal selaku Penoguna Anggaran. 

(6) Bagi Carnal di wilayah Siau hanya dibenkan kewenangan menandatangan1 

Surat Perintah Togas (SPT) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 

sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) Perj.ilanan Oinas luar Oaerah d1 

tandatangani oleh Sekrelaris Oaerah, dan Surat Perintah Perjalanan Oinas 

(SPPD) ditanda tangani oleh Carnal selaku Pengguna Anggaran 

{7} Khusus Perjalanan Dinas mendampingi pasien rujukan ke luar daerah. Surat 

Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPO) dapa\ 

ditanclatangani oleh Oirektur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas; 

BAB 111 
TUJUAN PERJALANAN 01NAS OALAM NEGERI 

Pasal 6 

Pengaturan untuk pel}31anan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa dilakukan 

sebagai berikut : 
a. Perja!anan Olnas untuk mengikuti leblh dari 1 (satu) kegiatar\lpenugasan 

lanjut/acara dalam waktu yang berurutanlbersambung. Oalam kasus tersebut. 

seluruh biaya perjalanan dinas diperhihngkan berdasarkan jumlah kegiatanlacara. 

sedangkan biaya transport dlbayarkan berdasarkan rule perjalanan ke tempat 

kegiatan/acara. 

b. Perjalanan Oinas untuk mengikuti kegialan bimbingan teknis. sludi banding. 

sosialisasi, pameran dan eksebisi serta keg1atan 1ain yang sudah d�etapkan 

jadwal kegiatannya (termasuk hari Sabtu. Minggu, dan l1bur Nasional) disesuaikan 

deogan pelaksanaan jadwal kegiatan. 

c. Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi 

drtanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pegawai yang melaksanakan 

Perjalanan Oinas hanya dibayarkan uang harian. Oengan demilt.ian tidak 

diperkeoankan mengikuti kegiatan beflifat bwnbingan teknis yang memberillan 

konribusi kepada peoyelenggaranya kecua� kontribusi tersebut d.atur oleh 

peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

d. Biaya penginapan meodampingi BupatiMfakil Bupab, Pejabal Negara dan Pejabat 

Eselon I disesoaikan dengan �nya Perjalanan Oinas yang dilaksanakan 



Pasal8 

(1) Biaya tiket perjalanan d1nas (angkutan darat, laut dan udara) dibayar sesuai 

dengan yang tercantum dalam bkel (al cost) termasuk b1aya jasa pelayanan 

penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya, 

(2) Biaya angkutan darat. laut dan udara merupakan tarif perjalanan dan kanlor 

menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang 

dihitung 1 (satu) kall perjalanan: 

(3) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang 

dari 6 (enam) jam atau 5 (hma) kllon"leler PP dengan menggunakan 

Kenclaraan Oinas atau Transportasi lainnya d1bayarkan secara lumpsum; 

Besaran biaya transportasi sebagaimana yang tercantum pada lampiran 

keputusan ini merupakan plafon anggaran sementara, sedangkan dibayar 

adalah biaya rill sesuai bukti perjalanan Oinas yang dipersyaratkan. 

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. dibayarkan sesuai 

dengan biaya riil (at cost). 

("4) Komponen biaya transport Perjalanan Oinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwak,lan Rakyat Oaerah 

menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan 

laut; 

b. Sekretans Oaerah. Asisten Sekretans Daerah. Pejabat Eselon II lainnya 

dan Anggota DPRO menggunakan kelas ekonorm untuk pesawat terbang 

dan VIP untuk angkutan laut; 

c Pejabat Eselon 111 dan JV menggunakan kelas ekonomi untuk pesawal 

tertiang dan kelas eksekutif untuk angkutan laut 

d. Stal menggunakan kelas ekonom,. 

(5) uang harian d1bayarkan secara lumpsum sesua1 1umlah hari berdasarkan 

tanggal berangkat dan tanggal hba dalam like! perjalanan. dengan tidak 

melebihi jumlah hari dalam Surat Perinlah Tugas (SPT). serta Surat Penntah 

Perjalanan Oinas (SPPO), kecuah perja\anan dinas tertentu dan atau kejadian 

luar biasa (force major): 

(6) Uang harian d1bayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tert,nggi. 

(7) Untuk bukt1 pertanggungjawaban Perjalanan Oinas dilakukan dengan 

membuat laporan pefJalanan dinas dan melamp1rkan surat tugas. lembar 

Surat Perintah Perjalanan Dmas yang telah drtanclatangani Oleh Peiabat yang 

berwenang, tiket serta boarding pass. 

oleh BupahM'akil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I, dan biaya 

penginapan untuk penclamping dibayarkan satu tingkat d1bawah golongan ruang 

pejabat yang didampingi. 

e. Mengingat sifatnya yang sangat darurat. perjalanan dmas dalam rangka 

penanggutangan bencana alam dapat dllaksanakan teneom dahulu. sementara 

Surat Penntah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Oinas serta persyaratan 

adm1nistrasi la1nnya dapat d1!engkapi setelah selesai melaksanakan tugas 

f. Dalam hat jumlah han menunggu sambungan dengan ala! angkutan lain temyata 

lebth dari 2 (dua) han, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan 

pembenan tambahan uang harian dan biaya peng1napan sepanjang ketebrhan 

tersebut bukan rnsecabkan karena kesalahan dan atau kela!aian Pejabat 

Negara1Pegawa1 Negeri yang bersapgkutan 

g. Dalam hal jumlah hari Peqatanan Dmas Jabatan ternyata meleben jumtah han 

yang d1tetapkan dalam Surat Perintah Peqatanan Omas drsebabkan karena tugas 
mencladakllambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan 

tambahan uang hanan dan biaya penginapan sepanjang kelebthan tersebut bukan 

dtsebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Neger1 

bersangkutan. 

h Dalam hal Perjalanan uoes Jabatan dtlakukan secara bersama-sama untuk 

melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pejabat Negara!Pegawai Negen yang 

bersangkutan dapat meng1nap pada hotellpenginapan yang sama sesuar dengan 

kelas kamar pengmapan/hotel yang telah d1telapkan untuk masmg-masing Pejabat 

Negara/Pejabat Neger1. 

BAB IV 
BIAYA PERJALANAN OlNAS 

Pasal7 

(1) B!aya perjalanan dinas terdm dart· 

a Biaya transport: 

b Uang harian yang mehputi akomodasi, uang makan, uang saku. dan 

transport lokal, 

(2) Biaya penatanan dinas d1golongkan sebaga, benkut : 

a. Bupali, Waktl Bupati dan Pimpinan Dewan Perwak1lan Rakyat Oaerah: 

b. Sekretaris Daerah; 

• ,. Asisten Sekretaris Oaerah; 

d. Pejabat Eselon II lamnya dan Anggota OPRD: (4) 

,. PeJabat Eseloo Ill 

I. Pejabat Eselon IV 

g. Staf dan Pegawa, Ttdak Tetap 
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TONI SUPIT 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
Oengan ditetapkan Peraturan BupaU tentang Perjalanan Dinas lni, maka ketentuan 
lain yang mengatur lentang Perja!anan Oinas d1 lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kepu!auan Siau Tagulandang Biaro dinyatakan di cabut dan tldak berlaku 

Pasal 10 

Peraturan Bupati inl mulai beriako pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengondangan Peraturan Bopali ini dengan 
penempatannya dalam Serita Oaerah Kabopaten Kepu1auan Siau Tagulandang 
Biaro. 

"'J, � 
'o� . .r. . ANOUNG, MSi 

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19610214 198710 1 001 

SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG SIARO 
TAHUN 2011 NOMOR 8 

� 
'·· 



SEKRETARIS OAERAH, 

NAMA PEJABAT 

O!keluarkan d1 
Pada tanggal 

Sek,etaris Oaerah 

(S PPO) 

lembar ke 
Kode No 
N=m 

KOP NASKAH OINAS 
PERANGKAT OAERAH 

LAMPIRAN 111: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN 
SIAU TAGULANDANG BIARO 
NOMOR : 8 TAHUN 2011 
TANGGAL; 19 JANUARI 2011 

SURAT PERINTAH PERJAtANAN DINAS ----------------------------------------- 

10.Keterangan lc11n - lain 

5. Alai angliut yang dtpergunakan 

9 Pembebanan Anggaran 
a. lnstans1 
b. Mata Anggarc1n 

7. a t.amaoya Pefjalanan Oinas 
b. Tanggal berangkat 
c Tanggat hc1rus kembali 

8 Peng,kul 

6. a. Tempat Berangkat 
b. Tempat Tujuan 

3. ii. Pangkilt can Golongan Menurut 
PP No 6 Tahun 1997 

b. Jabatan 
c Tingkal menurut peraturen 

e lalanen 

2. Nama Pegc1wc1i yc1ng diperintah 

-1. Maksud Pefjalanan Oinas 

1. PeJabat yang member perinlah 

LAMBANG 
OAERAH 

' - ., 

MEMERINT AH KAN : 

SURAT PERINT AH TUG AS 

NAMA 

( ) Hari 

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN 
SIAU T AGULANOANG BIARO 
NOMOR : 8 TAHUN 2011 
TANGGAL :19 JANUARI 2011 

NOMOR . 

Oikeluarkan di Ondong Siau 
Pada tanggal 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO. 

1 . 
2. ·················· ·······•·-'··············· 
3. ·········································· 

2. Nama 
Pangkat 
NIP 
Jabatan 

1. Nama 
Pangkat 
NIP 
Jabatan 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO 

lamanya 

Untuk 

Kepada 

Oasar 

c 



10gas-tugas menun1an9 pelaksanaan gun a a bahwa 

Pemcnntahan. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
serta rtalam rangka memot1vas1 kmeqa Pegawa1 Negeu S1p1I di 
l•ngkungan Pemermtah Kabupaten Kepulauan Srau 
Tagulandang B,aro. perlu d1benkan Tambahan Penghasilan, 

b bahwa dengan d1berrkannya Tambahan Penghas1lan pada huruf 
a d1 alas. d1t1a1apkan Pegawa1 Negerr S1p1I mampu dan 
bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang 
d,percayakan untuk d1laksanakan, 

c bahwa berdanarxan pertimbangan sebaga1ma{la d•maksud 
pada huruf a dan b d1 alas, per1u d1tetapkan dengan Peraturan 
Bupat, Kepulauan S,au Tagulandang Braro 

TENT ANG 

. :,, . ·. 
! •1t,1·t:4 1, I 
• \ I · ; ' I ':•·-�tt;.,, '.· �-f. j • 

'"• ... ·- .... ... , . 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD, 

PERATURAN BUPA Tl KEPULAUAN SIAU T AGULANOANG BIARO 
NOMOR 9 TAHUN 2011 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI 
SIPIL 01 UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN 

SIAU T AGULANDANG BIARO 

, 
" 

i: 
' ' ' I 
:: 
' 

:� 

" • ' �- 
i·� 

�� 
Ii� ,,,. 
� , [ 
1 ' • 

' 

' ' ,,, 
k� ,:� 
' 
I 

1 

Berangkat dari: ... !!'.'.:� .. :.: .... ;:.: 
Tiba di : .,:·;�·····,,·-· .. ·· .. , . 
Pada langgal . �-····.·,·········· .• ············ 
Kepala 

Berangka! dari 
Tibadi 
Pada langgal 
Kepala · 

Berangkat dari : . 
Tibadl 
Pada tanggal 
Kepa!a 

SPPONo. 
Berangkat dari 

·1tempal kedudukan) : ··· ·· 
Pada tanggal : ······· .. · ····· .. Ke 

' 

V Tiba kembali di : 
Pada tangga1 

Telah diperiksa dengan ketera,:,gan bahwa 
petjalanan tersebut diatas · benar l'drlakukan alas 
perintahnya dan semata - mata,lintuk kepenlingan 
iabalan dalam waktu yang '6Singkat - singkalnya 

II T1ba d1 
Pada tanggat 
Kepala 

IV Tiba d1 
Pada tanggat . 
Kepala 

111 T1ba d1 
Pada tanggal 
Kepala 

SEKRETARIS DAERAH, 

NAMA PEJABAT 

VI CATATAN LAIN-LAIN 

Vil PER HA TIAN . · Peiabat yang berwenang menerbilkan SPPD, pegawar yang melakukan per,alanan 
dir1as, para pejabat yang mengesahkan langgal berangkat I !Iba serta 
Bendaharawan bertanggung jawab berd�sarkan peraturan - peraturan Keuangan 
Negara apabila Negara mendapat rugl ak1bat kesalahan, kealpaanya. 

Mengmgat Undang-(Jndang Nomm 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersrh dan Bebas Korups1, 
Kolus1 dan Neootrsme (lemt-aran Negara Republrk Indonesia 
Tahu., 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Repub!1k 
Indonesia Nomor 3851) 

2 Undang·undang Nomc,r 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republrk lndooes1a Tahun 2003 
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesra 
Nomor 4285). 

3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (lembaran Negara RepubW.. Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4355). 


